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 ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan perkotaan yang memegang peran penting dalam 
memberikan kontribusi bagi pendapatan asli deerah khususnya Kota Bandar 
Lampung. berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah berdampak pada dialihkannya pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-PP) dari pajak pusat ke pajak daerah. 
dengan pengalihan PBB, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli 
daerah, memperbaiki struktur APBD, meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Kewenagan pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam 
menaikkan NJOP PBB-PP Kota Bandar Lampung dalam hal ini memacu pada 
Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Derah pasal 1 ayat 
10 yang berisi pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Kewenangan pemerintah kota Bandar Lampung dalam 
pemungutan pajak bumi dan bangunan mengacu pada perwali Nomor 123 
Tahun 2011 tentang standar petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan 
penilaian objek pajak bumi dan bangunan, dan pencatatan yang dilakukan 
Pihak Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Darah kota Bandar Lampung 
mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang  standar 
akuntansi berbasis akrual  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan 
pemungutan PBB-PP dan pencatatan  PBB-PP pada pemerintah Kota Bandar 
Lampung sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.  
Adapun Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) 
data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan metode 
yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil  penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara 
keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur 
yang ada meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam . sistem 
pemungutan PBB di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan standar 
pemerintah yaitu dengan menggunakan aplikasi SISMIOP untuk 
mempermudah pemungutan PBB Prosedur pencatatan akuntansi PBB-PP di 
Kota Bandar Lampung masih terdapat pencatatan yang belum sesuai, dengan 
pencatatan akuntansi yang diatur dalam PP No 71 tahun 2010.  
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 BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul  
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalah 
pahaman dalam memahami skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Pemungutan 
Dan Pencatatan  Pajak Bumi Dan Bangunan  Pada Pemerintah  Kota Bandar 
Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam” penulis perlu memberi penegasan 
dari pengertian istilah judul skripsi tersebut, sebagai berikut.  
1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
2
 
2. Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah 
komponen fungsi (dengan satuan fungsi atau tugas khusus) yang saling 
berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu 
proses atau kegiatan tertentu.
3
 
3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 




                                                             
2
Depatermen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Pustaka Grafika, 2003), h, 43. 
3
Hanif, evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah pada PK-BLU studi kasus di IAIN 
Raden intan lampung (lampung: seksi penerbitan fakultas syariah IAIN Raden intan lampung, 
2013), h, 11. 
4
Pusat Bahasa, Depatermen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.849. 
 4. Pencatatan  
Pencatatan adalah suatu pencatatan yang dilakukan perusahaan dapat di data 
dan dicatat dengan baik.
5
 
5. Pajak Bumi Dan Bangunan  
Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang 
dimiliki, dikuasai dan dimanfaatlkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 




6. Pemerintah  




7. Perspektif  




8. Ekonomi islam  
Ekonomi Islam adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya untuk 
memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-
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Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Edisi Terbaru, 2018), 389. 
7
Inu Kencana Syafiee, Ilmu Pemerintah, Ed.1, Cet 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 10 
8
Yusuf Qhardawi, Fikih Zakah Muassasat Ar-Risalah, Cet II. Terjemahan Didin H. 
Afifudin (Bairut Libanon, 1408H/1998), h.1 
9
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3WI). Ekonomi Islam (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2011), h. 17 
 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat diperjelas 
kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu 
penelitian ilmiah mengenai kegiatan ekonomi dalam pandangan islam. Dalam 
hal ini terkait sistem pemungutan dan pencatatan pajak bumi dan bangunan 
pada pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam. 
 
B. Alasan Memilih Judul  
1. Alasan Obyektif 
Karena pajak adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Jika sebagian besar yang berpenghasilan bisa mencukupi diri, 
keluarganya dan menyisihkan sebagian besar yang berpenghasilan bisa 
mencukupi diri, keluargannya dan menyisihkan sebagian kecil hartanya 
untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan, serta pengelolaan yang 
baik maka pemertaan kesejahteraan umat bukan suatu yang sulit sehingga 
masih banyaknya tunggakan PBB yang diakibatkan kurangnya kepatuhan  
atau kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan dalam pembayaran pajak 
bumi dan bangunan. Dan apakah pemungutan dan pencatatan yang ada di 
kota bandar lampung ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.  
2. Alasan Subyektif  
Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu ekonomi islam serta 
didukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan. 
 C. Latar Belakang 
Dalam melaksanakan pembagunan pemerintah membutuhkan dana untuk 
pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan, dana tersebut diambil oleh pemerintah 
melalui pajak yang diambil dari masyarakat sehingga pajak ini menjadi salah 
satu kewajiban masyarakat daerah dan pembangunan. PBB seharusnya dapat 
memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak. hampir 
sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah dan bangunan, ini tentunya 
sebuah keuntungan besar khususnya bagi penerima PBB karena tanah dan 
bangunan dapat ditemukan dari waktu ke waktu. 
Kewenagan pemerintah daerah kota Bandar lampung dalam menaikkan 
NJOP PBB-PP kota Bandar lampung dalam hal ini kewenangannya memacu 
pada undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi derah pasal 1 
ayat 10 yang berisi pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak. Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah 
dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan 
ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. 
Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Nilai Jual 
Objek Pajak secara terperinci diatur dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kota 
Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang 
 menerangkan bahwa, kenaikan tarif nilai objek pajak dilakukan setiap tiga 
bulan dan dilakukan oleh Walikota. Selain itu dalam Pasal 7 Peraturan 
Walikota Bandar Lampung Nomor 120 Tahun 2011 tentang Penentuan 
Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak 
bumi dan bangunan di kota Bandar Lampung, menjelaskan Kepala Dinas 
Pendapatan atas nama Walikota menyusun klasifikasi dan besarnya nilai objek 
pajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan.
10
 
Realisasi penerimaan pendapatan asli  daerah (PAD) kota Bandar 
Lampung tahun 2018 mencapai 85 persen, atau sebesar Rp 2,25 triliun dari 
target sebesar Rp 2,68 triliun. Hal ini di sampaikan oleh kepala badan 
pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) kota Bandar lampung, PAD 
yang diperoleh pemkot merupakan hasil kerja sama seluruh pihak terkait, 
termasuk pengusaha dan masyarakat Bandar lampung sebagai wajib pajak. 




Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor  28 tahun 2009 tanggal 15 
september 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wewenang untuk 
memungut pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan 
diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan pajak 
bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan kepada pemerintah 
kabupaten/kota dimulai 1 januari 2015 dan paling lambat 1 januari 2018. 
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 PBB pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, 




Menurut kementrian keuangan republik Indonesia direktorat jendral 
perimbangan keuangan (2014) dan menurut undang-undang republik Indonesia 
nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang republik 
Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
untuk pengelolaannya tidak dibenarkan kepada pemerintah daerah, tetapi PBB 
merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat 
sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi 
tertentu. 
Perubahan undang-undang  nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas 
undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah dengan undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 
2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang pengelolaann PBB 
dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Seluruh proses 
pengelolaan PBB akan dijalankan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. 
Sedangkan PBB pada sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih 
tetap dalam pajak pusat. 
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 Dalam rangka pemungutan PBB pemerintah daerah membentuk basis 
data PBB. pembentukan basis data PBB dilaksanakan  mulai  dari pendaftran, 
pendataan, dan penilaian objek pajak PBB. penglihan hak pengelolaan PBB 
kepada pemerintah daerah dilakukan sebelum maret dan paling lambat bulan 
april. Diharapkan seluruh kabupaten kota yang belum menerima pengalihan 
pengelolaan PBB sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan pengelolaan 
PBB sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan pengelolaan PBB nya 
masing-masing. Pengalihan kewenangan PBB sebagai pajak daerah tidak 
hanya menyangkut soal pemungutan saja, tetapi menyangkut proses bagaimana 
penerimaan PBB dicatat dan dilaporkan secara akuntansi. Dari proses 
pencatatan dan pelaporan inilah kita bisa melihat apakah pemerintah daerah 
sudah transparan dan akuntabel dalam mengelola daerah sesuai undang-undang 
yang berlaku. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis menarik kesimpulan 
dilakukan suatu penelitian dengan judul “ Analisis Sistem Pemungutan Dan 
Pencatatan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Pemerintah Kota Bandar 
Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 
 
D. Fokus Penelitian  
Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini maka peneliti berfokus 
tentang bagaimana sistem pemungutan dan pencatatan Pajak Bumi Dan 
Bangunan Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi 
Islam. 
 
 E. Rumusan Masalah  
1. Apakah sistem  Pemungutan PBB di Kota Bandar Lampung sudah sesuai 
dengan peraturan Kota Bandar Lampung  Nomor 123 tahun 2011 ? 
2. Apakah sistem  Pencatatan PPB di Kota Bandar Lampung Sudah Sesuai 
Dengan PP No 71 Tahun 2010 ? 
3. Bagaimana sistem pemungutan dan pencatatan pajak bumi dan bangunan 
pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam ? 
 
F. Tujuan dan kegunaan penelitian  
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas untuk 
memperjelas arah penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah. 
a. Untuk mengetahui sistem  Pemungutan PBB di Kota Bandar Lampung 
sudah sesuai dengan peraturan Kota Bandar Lampung nomor 123 tahun 
2011 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian 
objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. 
b. Untuk mengetahui sistem  Pencatatan PPB di Kota Bandar Lampung 
Sudah Sesuai Dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang standar pemerintah 
berbasis akrual. 
c. Untuk mengetahui sistem pemungutan dan pencatatan pajak bumi dan 




 2. Kegunaan penelitian 
Hasil ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya, lebih rincinya sebagai 
berikut: 
a) Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 
pengembangan bidang ilmu pemerintah.Khususnya yang berkaitan 
dengan masalah kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD 
dari sektor pajak. 
b) Kegunaan Secara Praktis 
1. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini adalah wujud dari usaha penulis untuk 
menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman, selain itu 
sebagai salah satu syarat dalam mencapai derajat kesarjanaan 
Ekonomi (S1) Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Di Universitas 
Raden Intan Lampung. 
2. Bagi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah 
untuk mengetahui seberapa efektif pajak daerah dan retribusi 
daerah terhadap pemungutan dan pencatatan PBB di kota Bandar 
Lampung. 
3. Bagi Peneliti 
penelitian ini diharapkan dapat berguna institusi terkait dalam 
melaksanakan berbagai kebijakan dalam peningkatan PAD dan 
 diharapkan pula bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan 
informasi dan akan melakukan penelitian tentang pemungutan dan 
pencatatan PBB-PP sebagai pajak daerah. 
 
G. Populasi dan Sample  
1. Populasi 
Pupulasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian 
populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya 
tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, 
disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.
13
 Populasi 
yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Wajib pajak yang 
membayar pajak bumi dan bangunan. 
2. Sample  
Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik 
sampling juga diartikan sebagai cara untuk memperoleh informasi yang 
mendalam, terperinci dan efisien tentang kelompok individu atau bukan 
(populasi) dengan cara mengambil sebagian kecil (sample) dari populasi 
tersebut. Salah satu syarat dalam penarikan sample adalah bahwa sample 
itu harus bersifat representative, artinya harus mewakili populasi, sebab 
sample adalah cermin dari populasi.
14
 Dalam penelitian ini, sample yang 
diambil adalah divisi-divisi di badan pengelola pajak dan retribusi daerah 
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 kota Bandar Lampung yaitu divisi pemungutan, divisi laporan realisasi 
anggaran, dan divisi laporan operasional. 
 
H. Metodelogi penelitian 
1. Jenis Dan Sifat Penelitian  
a) Jenis penelitian  
Penelitian ini termasuk penelitian (field research), penelitian lapangan 
adalah penelitian yang langsung atau di lapangan atau pada responden.
15
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh, kemudian menganalisis secara kualitatif 
untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Menurut soerjono 
soekanto analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakuya yang nyata, diteliti 
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
16
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari 
badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Bandar Lampung 
khususnya di bagian pengelola pajak bumi dan bangunan, peneliti juga 
menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Peneliti 
kepustakaan adalah peneliti yang dilakukan dengan menggunakan literature 
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 (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian 
terdahulu, sebagai pendukung kelengkapan data.
17
 
b) Sifat Penelitian 
Adapun sifat penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yaitu 
dengan melakukan pengumpulan data, menganalisis data, serta mengambil 
kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dalam penelitian ini, 
penulis mendeskripsikan tentang efektifitas pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber 
dari lokasi yaitu badan penggelola pajak dan retribusi daerah kota Bandar 
Lampung. 
2. Tempat dan waktu Penelitian 
Pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan di badan 
pengelola pajak dan retribusi daerah kota Bandar Lampung, yang beralamat 
di jalan dokter susilo no.2 Sumur Batu, Teluk Utama, kota Bandar 
Lampung,  35212. Dan proses pengumpulan hingga pengolahan data 
penelitian ini memakan waktu 6 bulan yaitu mulai bulan April sampai 
dengan September 2019. 
3. Jenis dan Sumber data  
Jenis sumber data ada dua, yaitu: 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau 
objek yang diteliti.
18
 Data primer yang dimaksud adalah data-data yang 
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 penulis peroleh secara langsung dengan interview terhadap badan 
pengelola pajak dan retribusi daerah. 
b. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakanaan), 
atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan 
objek dan judul penelitian.
19
 
4. pengumpulan data 
pengumpulan data-data dalam penelitian dilakukan dengan 
menggunakan data-data atau menginventarisasi buku-buku pemungutan 
dan pencatatan pajak dengan mengumpulkan data sebagai berikut: 
a. teknik pengumpulan data primer  
1) Observasi 
Observasi diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit , yakni 
memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Didalam 
pengertian psikologis, observasi atau yang disebut pula dengan 
pengamatan, meliputi kegiatan pemungutan perhatian terhadap suatu 
objek dengan menggunakan seluruh alat indra.
20
 
2) Wawancara (interview) 
Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data 
primer yang bersumber langsung dari responden penelitisn di 
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 lapangan (lokasi).
21
 Tipe wawacara yang digunakan adalah 
wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, 
yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak 
menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. 
b. Teknik pengumpulan data sekunder  
Dalam pengumpulan data sekunder penelitian ini menggunakan 
metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data 
mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkip dan buku-buku, 
surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.
22
 
Pelaksanaan yaitu dengan cara mengadakan pencatatan baik 
berupa dokumentasi, atau arsip-arsip maupun keterangan yang 
berhubungan dengan gambar umum lokasi peelitian. 
5. Metode Analisis Data 
Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya adalah mengelola 
data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu dengan langkah 
sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah 
benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
23
 Dalam hal ini 
dilakukan pengecekan kembali hasil data yang terkumpul melalui studi 
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 pustaka, dokumen, interview, apakah sudah lengkap, jelas, tidak 
berlebihan dan relevan 
b. Rekontruksi Data 
Yaitu menyusun ulang data secara beruntun dari logis sehingga mudah 
dipahami. 
c. Sistematika Data 
Yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan 
berdasarkan urutan masalah. dalam hal ini adalah data dikelompokkan 
secara sistematis, yaitu sudah di edit dan diberi tanda menurut 
klasifikasi dan urutan masalah.
24
 
6. Analisis data 
Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif 
kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data-data 




Analisis kualitatif ini digunakan  dengan cara menguraikan dan merinci 
kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas dengan 
demikian analisis pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 
yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi. 
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A. Pemerintah  
1. Pengertian Pemerintah 
Pemerintah dalam bahasa Inggris digunakan kata “government” 
namun pengertian pemerintah menurut KBBI adalah sistem, sosial, dan 
politik suatu Negara atau bagian-bagiaanya.
26
 
Di dalam undang-undang pemerintah adalah pemerintah pusat dan/ 
atau pemerintah daerah.
27
 Jadi, pemerintah ada dua macam yaitu pemerintah 
pusat seperti presiden, wakil presiden dan mentri-mentri (eksekutif) lalu 
MPR, DPR, DPD (legislatif) kemudian MA dan MK (yudikatif). 
Selanjutnya pemerintah daerah yang meliputi gubernur, walikota/bupati, 
camat dan sebagainya. Definisi pemerintah yang dikemukakan oleh W.S 




2. Pajak Daerah Kota Bandar Lampung 
Sesuai dengan peraturan daerah kota Bandar lampung nomor 01 tahun 
2011, pemerintah kota Bandar Lampung melaksanakan pemungutan 
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 terhadap sebelas jenis pajak yang ditetapkan dalam peraturan kota Bandar 
Lampung tersebut yaitu. 
29
 
a) Pajak hotel 
b) Pajak restoran 
c) Pajak hiburan 
d) Pajak raklame 
e) Pajak penerapan jalan 
f) Pajak mineral bukan logam dan batuan 
g) Pajak parkir 
h) Pajak air tanah 
i) Pajak sarang burung wallet 
j) Pajak bumi dan bangunan perkotaan,dan 
k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
3. Ruang lingkup peran pemerintah  
Menurut ekonomi islam ruang lingkup pemerintah ini mencakup 
aspek yang luas, dimana secara garis besar diklasifikasikan menjadi: 
a. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan 
b. Upaya mewujudkan konsep pasar yang islami. 
Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi 
islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi islam 
adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahah. 
Oleh karena itu, sebagai pemegang amanah dari allah SWT dan masyarakat, 
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 maka secara umum tujuan peran pemeritah adalah menciptakan ke-muslahan-
an bagi seluruh masyarakat.
30
 
Dalam sistem ekonomi daerah kepada daerah-daerah otonom 
(kabupaten/kota) diberikan kewenangan dari pemerintah pusat. Untuk 
mengatur dan mengelola daerahnya sesuai aspirasi masyarakat dan tidak 
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku pada satu pihak, dan 
dilain pihak pemerintah daerah diberikan bantuan dana dari pemerintah pusat 
dalam bentuk dana perimbangan keuangan pusat dan daerah  (disentralisasi 
fiskal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bentuk lainnya.) yang 





B. Pajak  
1. Pengertian Pajak  
Secara umum menurut Prof .Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale yang langsung dapat 
ditunjukkan dengan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
32
 
Beliau juga menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
Negara yang dapat dipaksakan, artinya bila hutang pajak tidak dibayar maka 
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 wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda bahkan diberlakukan 
pidana kurungan. 
Pajak menurut P.J.A Andriani adalah iuran masyarakat kepada Negara 
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya  
menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 
mendapat prestasi kembali yang berlangsung dapat ditunjuk dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa arab 
disebut dengan drarabah yang artinya mewajibkan, menetapkan, 
menentukan memukul, menerangkan, atau membebaskan
33
. Secara bahasa 
menurut abdul qadim zallun pajak adalah harta yang diwajibkan oleh allah 
swt, kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos  
pengeluaran yang memang di wajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal 
tidak ada uang/harta
34
. Dalam islam, pajak atau dharabah merupakan salah 
satu pendapatan bagi Negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui 
oleh dewan perwakilan rakyat (ahlil hallil wal aqdhi) dan juga berdasarkan 
persetujuan para ulama. Pajak atau dharibah merupakan kewajiban lain atas 
harta sesudah zajat (jadi dharabah bukan zakat), yang datang disaat kondisi 
darurat atau kekosongan baitul mal yang dinyatakan dengan keputusan uli 
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 amri. Pajak merupakan kewajiban atas kaum muslimin untuk membiayai 
pengeluaran yang harus dibiayai secara kolektif dimana dengan pajak 
tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan keamanan, pendidikan, 
kesehatan, pembayaran gaji pegawai negri, dimana apabila pengeluaran 
tersebut tidak dibiayai tersebut tidak dibiayai akan dikhawatirkan timbul 
kemudharatan yang lebih besar. Pajak dipungut bukan karena harta, 
melainkan karena kewajiban (beban) lain atas kaum muslimin, yang harus 
diadakan disaat ada atau tidaknya kas di baitul mal. Sedangkan di dalam 
islam pajak terdiri dari beberapa macam, yakni: 
a. Jizyah  
Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-muslim di Negara 
islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan property dan 
kebebasan untuk menjalin agama mereka masing-masing. 
 
Jizyah dikenakanatas diri seorang kafir, bukan atas harta mereka. Jizyah 
juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat dalam 
perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk 
kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati 
satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah termasuk fay’I 
yang dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik 
yang ikut berperang maupun tidak.
35
 Dasar dari diperintahkan jizyah 
adalah berdasarkan Q.S At-Taubat 29, yakni 
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                        
                   
             
  
Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 
(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 
yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama 
dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang 
diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 




b. Kharaj  
Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para wilayah 
taklukan harus membayar kepada Negara islam. Kharaj dikenakan atas 
kaum kafir dan juga muslim dan kharaj pada tanah (pajak tetap) dan hasil 
tanah (pajak proposional) yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata 
terlepas dari seorang tersebut muslim atau non muslim. Hasil pengenaan 
kharaj didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslimim disetiap 
masa
37
. Sebagaimana firman Allah Swt Q.s Al-mu’minum: 72 yaitu 
                        
Artinya: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari 
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 c. Ushr 
Dikalangan ahli fiqh 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari lahan 
pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari 
orang muslim dan dimanfaatkan sebagaimana zakat. Dan 10% yang kedua 
diambil dari pedagang-pedangan kafir yang memasuki wilayah islam karena 
termasuk sumber pendapatan penuh maka ushr digunakan kepentingan 
Negara secara luas. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah: 267 
yaitu 
                           
                    
               
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 





Dalam hal ini  usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang 
dagang yang termasuk ke Negara islam atau datang dari Negara islam itu 
sendiri. Pajak ini berbentuk bea import yang dikenakan di semua  
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 perdagangan, dibayar sekali dalam setahun dan berlaku pada barang-barang 
yang nilainya lebih dari 200 dirham. 
Bentuk-bentuk pemungutan pajak dalam islam yang ada pada masa 
kejayaan islam, tidak semua yang relafan dengan keadaan pada masa 
sekarang, seperti harta ghanimah dan fai’i merupakan harta rampasan 
perang, dimana pada masa sekarang perang merupakan suatu kejahatan, dan 
sudah merdeka. Namun dari beberapa jenis pemugutan pajak di masa 
kejayaan Rasullulah SAW ada beberapa jenis pungutan pajak yang 
diterapkan di masa kini, salah satunya pengenaan barang tambang dan 
galian (khums). Hal ini berdasarkan Al-Qur’an surat al-anfal 41 
                        
                             
                           
   
Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 
sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk 
Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin 
dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa 
yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari 
Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha 




Pajak dan zakat memang berbeda  namun pada dasarnya memiliki 
tujuan yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan sosial melalui dana 
yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan sosial melalui dana yang 
didapat, baik itu dari zakat  maupun pajak. Pajak merupakan kewajiban 
                                                             
40Ibid, h. 182 
 tambahan berdasarkan keputusan Ulil Amri, sedangkan zakat merupakan 
kewajiban bagi kaum muslim yang tentunya sudah di tetapkan berdasarkan 
Al-Qur’an dan Hadist. Meskipun pajak tidak ada ketentuannya secara 
langsung namun pemungutan pajak boleh dilakukan menurut para ulamanya 
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah 
tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang apabila 
pengeluaran tersebut tidak dibiayai akan timbul kemudhratan. Sedangkan 
mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban bagi kaum muslimin 
dimana sesuai dengan kaidah usul fiqh ma layatimu al-wajibu billa bihi 
fahuwa wajibun (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan 
sesuatu, maka sesuatu itu hukumannya wajib
41
 
Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan 
ketetapan Ulil Amri yang di bebankan kepada kaum muslimin dimana 
dalam surat An-Nisa ayat 59.
42
 
                     
                            
            
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
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 kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 




Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa wajib bagi kaum muslimin 
untuk menaati Allah dan RasulNya termasuk juga Ulil Amri selama apa 
yang menjadi ketetapan Ulil Amri selama apa yang menjadi ketetapan Ulil 
Amri demi kemaslahatan umat, dan masih berpegang pada Al-Qur’an dan 
hadist. Melihat bahwa tujuan dari keputusan Ulil Amri untuk memungut 
kewajiban selain zakat, yaitu pajak atau dharabah adalah untuk kepentingan 
kemaslahatan umat, maka tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita kaum 
muslimin untuk wajib membayar pajak sebagai salah satu pendapatan bagi 
Negara. 
2. Fungsi pajak 
Sebagai mana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian    
pajak terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu.  
a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya 
dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara 
yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan 
Negara, pajak berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. 
b. Fungsi Mengatur  (Regular) 
Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan 
(seperti bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan).  
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 Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. 
Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 
mencapai tujuan dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut: 
1. Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) 
dalam rangka meningkatkan investasi asing 
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dalam negeri 
3. Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk 
produk-produk import tertentu dalam rangka melindungi produk-
produk dalam negeri. 
Selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu. 
a. Fungsi Stabilitas 
Dengan adanya pajak, pemerintah  memiliki dana untuk menjalankan 
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi 
dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan 
mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 
penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 
b. Fungsi Redistribusi Pendapatan 
Pajak yang sudah di pungut oleh Negara akan digunakan untuk 
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 
membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan 
kerja, yang pada hakikatnya akan dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat. 
 c. Fungsi Demokrasi 
Pajak yang sudah di pungut oleh Negara merupakan wujud dari 
sistem gotong royong. Fungsi ini diartikan dengan tingkat pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat pembayaran pajak. 
3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan  
a. Subjek Pajak (Pasal 4 UU PBB) 
subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang/badan yang secara nyata: 
1) Mempunyai hak atas bumi, dan /atau 
2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau 
3) Memiliki, menguasai bangunan, dan/atau 
4) Memperoleh manfaat atas bangunan 
Subjek PBB tersebut berkewajiban membayar PBB terutang dan 
menjadi wajib pajak bumi dan bangunan. Tanda pembayaran/pelunasan 
PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Jika  suatu objek pajak 
belum diketahui wajib pajaknya, maka direktur jendral pajak yang 
menetapkan subjek pajak berkewajiban membayar pajak itu. Subjek pajak 
yang ditetapkan dapat memberikan keterangan tertulis kepada direktur 
jendral pajak atau memberikan keputusan menerima atau menolak beserta 
alasanya dalam waktu satu bulan sejak diterimanya  surat keterangan 
tersebut. Penunjukkan wajib pajak oleh direktur jendral pajak bukan 
memperoleh bukti pemilikan hak. 
 
 
 4. Objek Pajak (Pasal 2 Dan 3 UU PBB) 
Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi/bangunan sesui dengan 
pengertian bumi dan bangunan diatas, bumi adalah permukaan bumi 
(meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan 
tubuh bumi yang ada dibawahnya. 
Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang termasuk dalam 
pengertian bangunan antara lain : 
a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 
hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut  
b) Jalan tol 
c) Kolam renang, tempat olah raga 
d) Pagar mewah, taman mewah 
e) Rumah, gedung kantor, hotel 
f) Dermaga, galangan kapal 
g) Pabrik dan emplasemen dan lain-lain 
 
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang  
1) Digunakan untuk kepentingan umum, ibadah, sosial, kesehatan, serta 
pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan. 
2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 
dengan itu. 
 3) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 
tanah penggembalan yang dikuasai desa, dan tanah Negara yang 
belum dibebani suatu hak. 
4) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsultan berdasarkan 
asas perlakuan timbale balik 
5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 




5. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan  
a. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan  
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pengertiaanya 
dapat dikemukakan dari pasal 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 
tentang pajak bumi dan bangunanan. Bumi adalah permukaan bumi dan 
tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan 
perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut 
wilayah Indonesia.Sedangkan bangunan menurut siahan adalah 
kontruksi tektik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 
dan perairan. Dengan demikian pajak bumi dan bangunan adalah pajak 
yang dipungut atas tanah dan bangunan. Karena adanya keuntungan 
dan/kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan 
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 Dengan kata lain, pajak bumi dan bangunan adalah iuran rakyat 
kepada Negara yang dikenakan kepada mereka yang memiliki, 
menguasai dan memanfaatkan tanah dan bangunan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
C. Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan  
1. Pengertian Pemugutan PBB 
Pemungutan PBB adalah upaya yang dilakukan oleh DPPKAD untuk 
meningkatkan PAD khususnya penerimaan dari PBB dan supaya dapat 
mengurangi jumlah tunggakan hutang pajak oleh wajib pajak. Pemungutan 
PBB ini dilaksanakan sampai akhir tahun pajak.
46
 
Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi serta untuk 
meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan (PBB) di wilayah kota Bandar Lampung, maka dipandang perlu 
melimpahkan sebagai kewenangan pemungutan  PBB kepada camat dan 
selurah Kota Bandar Lampung bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut 
di atas perlu dengan peraturan walikota nomor 09 tahun 2015.  
a. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang 
darurat nomor 4 tahun 1956 (lembaran Negara republic Indonesia tahun 
1956 nomor 55), undang-undang darurat nomor 5  tahun 1956, (lembaran 
Negara republik Indonesia  tahun 1956, (lembaran Negara republik 
Indonesia tahun 1956 nomor 57), tentang pembentukan daerah tingkat II 
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 termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah. Tingkat I Sumatra selatan 
sebagai undang-undang (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1959 
nomor 73 tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 1821). 
b. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah (lembaran Negara republik Indonesia nomor 5049). 
c. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan (lembaran Negara Indonesia tahun 2011 nomor 82, 
tambahan lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, 
tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5234). 
d. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 
(lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan 
lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 
tahun 2014 (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 
246). 
e. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1982 tentang perubahan batas 
wilayah kotamadya daerah tingkat II tanjung karang-teluk betung 
(lembaran Negara republik Indonesia tahun 1982 nomor 6, tambahan 
lembaran Negara republik Indonesia nomor 3213). 
f. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1983 tentang perubahan nama 
kotamadya daerah tingkat II tanjung karang-teluk betung menjadi kota 
madya daerah tingkat II bandar lampung (lembaran Negara republik 
 Indonesia tahun 1983 nomor 30, tambahan lembaran Negara republik 
Indonesia nomor 3254). 
g. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan 
pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota (lembaran Negara republik Indonesia nomor 4737) 
h. Peraturan daerah kota bandar lampung nomor 01 tahun 2008 tentang 
organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota bandar lampung. 





Mengelola PBB tidak akan lepas dari aspek pelayanannya. Sedangkan 
aspek pelayanan tidak akan lepas dari beberapa penetapan kebijakan dengan 
tujuan mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajibannya sehingga 
kepatuhan dapat dimaksimalkan dengan segala kemudahan yang diberikan, 
dan pada akhirnya target penerimaan tercapai. Kebijakan itu antara lain 
adalah penetapan sistem pemungutan yang proaktif dan koorperatif 
melakukan perhitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan 
berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib 
pajak atau verifikasi pihak fiskus lapangan. Pemerintah daerah melalui 
kelurahan/desa bahkan medistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang 
(SPPT) sampai ketangan wajib pajak dan juga menerima pembayarannya. 
Kebijakan lain yang perlu diperhatikan adalah dalam hal penyetoran pajak 
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 terutang. Selain dapat melalui petugas pemungutan kelurahan/desa, juga 
kedepannya dapat dilakukan di bank yang menyelenggarakan e-payment 
seperti halnya ATM dan internet banking, untuk meningkatkan dan 
mengoptimalkan penerimaan PBB-PP, pemda perlu juga tetap menerapkan 
sistem administrasi perpajakan modern yang selama ini telah didukung 
dengan teknologi komputerisasi maka diharapkan dapat menunjang 
peningkatan penerimaan PBB-PP yang nantinya akan dikelola oleh pemda. 
SISMIOP merupakan jantungnya PBB-PP karena SISMIOP mengintegrasi 
seluruh aspek pengelolaan administrasi yang dapat mengolah informasi data 
objek dan subjek pajak melalui komputerisasi, melalui dari proses 
pendataan. Penilaian, penagihan, penerimaan dan pelayanan. Proses 
perhitungan besarnya pajak bumi dan bangunan terhutang yang dihitung 
oleh fiskus diakomodir dengan SISMIOP yang dapat mengelola informasi 
data objek dan subjek pajak secara terorganisasi, sehingga diharapkan dapat 
menunjang peningkatan penerimaan. Apa saja yang akan diserahkan oleh 
pemerintah pusat ke pemda sehubungan dengan pendaerahan PBB ini ? 
1. Basis data 
2. Aplikasi SISMIOP 
3. Soft copy peta  
Dalam proses pengalihan PBB-PP nanti pemda perlu memahami 
bahwa tidak semua perangkat pendukung SISMIOP akan diserahkan. Pemda 
perlu menginvestigasikan beberapa perangkat IT agar SISMIOP tersebut 
dapat berjalan dengan baik.  
 Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian dan subjek PBB-PP 
yang up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi ke 
dalam satu wadah SISMIOP, diharapkan pelaksanaanya dapat lebih 
seragam, sederhana, cepat, dan, efisien. Dengan demikian akan dapat 
tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan tertib 
administrasi dan peningkatan penerimaan pajak. Disamping itu dapat 
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Fiskus perlu 
selalu menjaga akurasi data objek dan subjek pajak agar memenuhi unsur 
relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, sehingga basis data tersebut di 
atas perlu dipelihara dengan baik.
48
 
pemerintah daerah kota Bandar Lampung melakukan pemeliharaan 
basis data SISMIOP dalam keputusan direktorat jendral pajak Nomor  KEP- 
533/PJ./2000 Tentang petunjuk pendaftran, pendataan dan penilaian dan subjek 
pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan atau 
pemeliharaan basis data sistem manajeman informasi objek pajak (SISMIOP) 
Menetapkan: 
Pasal 1 
Pelaksanaan pembentukan basis data dan sistem manajemen informasi objek 
pajak (SISMIOP) pajak bumi dan bangunan dilakukan melalui kegiatan 
a. Pendaftaran objek dan subjek pajak bumi dan bangunan 
b. Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan 
c. Penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan 
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 Pasal 2 
1. Pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 1 huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi 
surat pemberitahuan objek pajak  (SOP) 
2. Wajib pajak yang dimiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom 
yang tersedia dalam SPOP 
3. SPOP diisi dengan jelas,benar dan lengkap serta ditandatangani dan 
disampaikan ke kantor pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi 
letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 puluh hari setelah tanggal 
diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya 
4. Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan Cuma-Cuma di 
kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan atau tempat-tempat lain yang 
ditunjuk 
Pasal 3 
a. Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1 huruf b dilakukan oleh kantor pelayanan pajak 
bumi dan bangunan dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP 
b. Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan alternatif 
1. Penyampaian dan pemantauan pengendalian SPOP 
2. Identifikasi objek pajak 
3. Verifikasi data objek pajak 
4. Pengukuran bidang objek pajak 
 Pasal 4 
a. Penilaian objek pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 1 huruf c dilakukan oleh kantor pelayanan pajak bumi dan 
bangunan baik secara missal maupun secara individual dengan 
menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan 
b. Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 
digunakan sebagai dasar penentuan nilai objek pajak (NJOP). Khusus 
hasil penilaian obejk pajak bumi sebelum ditetapkan oleh kepala kantor 
wilayah direktorat jendral pajak perlu dikonfirmasikan terlebih dahulu 
kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pertimbangan. 
Pasal 5 
Kantor pusat direktorat jenderal pajak dapat melakukan kegiatan yang 
berkaitan dengan  kebijakan pengembangan dan  penyempurnaan SISMOP. 
Pasal 6 
Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan cara: 
a) Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh 
petugaskantor pelayanan pajak bumi dan bangunan berdasarkan laporan 
yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansi terkait 
pelaksanaan sesuai prosedur pelayanan satu tempat (PST) 
b) Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh kantor 
pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan cara mencocokkan dan 
menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan 
sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual 
 objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, 




2. Tata Cara Pemungutan Pajak 
Pemungutan Pajak Dapat Dilakukan Berdasarkan 3 Stelsel : 
a. Stelsel pajak   
1) Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 
nyata) sehingga pemunngutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun 
pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.Stelsel 
nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan.Kebaikan 
stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan 
kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 
(setelah penghasilan rill diketahui). 
2) Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 
Penganaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 
oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap 
sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak 
berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang terutang untuk tahun 
berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan 
kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 
keadaan yang sesungguhnya. 
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 3) Stelsel campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel  nyata dan 
stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihutang 
berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya 
pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya 
pajak menurut kenyataan lebih besar dari. 
b. Asas-Asas Pemungutan Pajak  
1) Asas domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang 
tinggal dan di wilayah suatu Negara tanpa memperhatikan sumber 
atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak. 
2) Asas sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh Negara terhadap 
obejk pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah terioterial 
tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.  
3) Asas kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang 
menentukan pembebanan pajak terhadapnya, perlakuan perpajakan 




c. Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan 
yaitu.
51
 Pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini ciri-
cirinya adalah sebagai berikut : 
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 1) Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang 
member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar 
pajak terutang oleh wajib pajak, dalam sistem ini ciri-cirinya 
adalah sebagai berikut : 
a) Wewenang  untuk memerlukan besarnya pajak terutang ada 
pada fiskus. 
b) Wajib pajak bersifat pasif. 
c) timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
2) Self Assassement System adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang member wewenag kepada wajib pajak untuk menentukan 
sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirri-cirinya yaitu : 
a) Wewenag untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib 
pajak sendiri. 
b) Wajib pajak aktif, mulai dari perhitungan, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3) With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenag kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 
wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada di pihak 
ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
52
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 Berikut ini adalah tata cara pemungutan retribusi daerah diatur 
undang-undang republik Indonesia tahun 2009. 
1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 
2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan 
kartu langanan. 
3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tidak tepat waktunya 
atau kurang membayar, dikarnakan sanksi administratif bunga berupa 
bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kuramg 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (surat tagih retribusi 
daerah). 
4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan denda peraturan 
kepada daerah. 
 
3. Syarat Pemungutan Pajak  
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, 
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil 
dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak 
 untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 
mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak. 
b) Pemungutan  pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 
di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara 
maupun warganya. 
c) Tidak menggangu perekonomian (syarat ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
d) Pemungutan pajak harus efesian (syarat finansial) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dan hasil pemungutan 
e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
 
4. Pelaksanaan Pemungutan PBB 
Sebagaimana diatur dalam peraturan bersama menteri keuangan dan 
menteri dalam negeri nomor 15/pmk.07/2014 dan nomor 10 tahun 2014, 
pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal 
berikut ini. 
 
 a) Peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan SOP. 
b) Struktur organisasi dan tata kerja. 
c) Sumber daya manusia. 
d) Sarana dan prasarana. 
e) Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, kantor pelayanan pajak 
pratama, kantor pertahanan, dan notaris/pejabat pembuat akte tanah. 
f) Pembukuan rekening penampungan PBB-PP pada bank yang sehat.53 
 
5. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Pajak Bumi Dan 
Bangunan 
Menurut yusuf qardhawi pajak merupakan kewajiban yang di tetapkan 
terhadap wajib pajak yang harus di setorkan terhadap Negara sesuai dengan 
ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk 
membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai 
tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh 
Negara. 
Sedangkan menurut zallum dalam buku Gusfahmi berpendapat bahwa 
pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim 
untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang di 
wajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta 
Oleh sebab itu dari beberapa pengertian diatas, dalam pemungutan 
pajak harus terdapat lima unsur penting dalam syariah, yakni: 
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 1. Diwajibkan oleh karena Allah SWT 
2. Objeknya harta 
3. Subjeknya kaum muslimin yang mampu 
4. Tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan Negara 
5. Diberikan karena adanya kondisi darurat (khusus), karena harus diatasi 
oleh Uli Amri (pemerintah)
54
 
Pada masa rasullulah dan sahabat belum ada ketentuan yang mengatur 
tentang pemungutan pajak  dari penyelenggaraan pajak tersebut. Namun 
pada prinsipnya, dana pajak digunakan baik dimasa rasullulah ataupun 
dimasa ini memiliki tujuan yang sama, dimana pajak dipungut dan 
digunakan untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan umum seluruh 
masyarakat dalam suatu Negara. Pemungutan pajak bumi dan bangunan 
adalah ketentuan Ulil Amri yang tujuan dari pemungutan pajak bumi dan 
bangunan, pendapatan dari hasil pemungutan PBB tersebut, pendapatan 
dari hasil pemungutan PBB yang masuk ke kas daerah digunakan oleh 
pemerintah daerah untuk membantu dalam menunjang pembangunan, 
karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai 
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 D. Pencatatan Pajak Bumi Dan Bangunan  
1. Pengertian pencatatan  
Pencatatan adalah suatu pencatatan yang dilakukan perusahaan dapat 
di data dan dicatat dengan baik.
56
 Menurut samudra (2015, h 268) dalam 
bukunya yang berjudul perpajakan Indonesia pencatatan pajak bumi dan 
bangunan sebagai berikut: 
a) Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). Pendataan PBB pedesaan dan 
perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP. SPOP harus diisi 
dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda-tangani disampaikan 
kepada daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. 
Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah tanggalditerimanya 
SPOP oleh subjek pajak. Berdasarkan SPOP kepada daerah menerbitkan 
SPPTdan kepala daerah mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai 
berikut: 
1) SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara 
tertulis dan kepada daerah sebagaimana ditentukan dalam surat 
teguran 
2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata  jumlah 
terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan 
SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak 
3) Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) diterbitkan oleh 
pemerintah daerah setiap tahun fiskal pada setiap objek pajak. Surat 
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 pemberitahuan pajak terutang dapat diterbitkan berdasarkan surat 
pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang diterima oleh subjek pajak 
atau berdasarkan data yang ada di kantor pajak. 
b) Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) 
Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) diterbitkan oleh 
pemerintah daerah setiap tahun fiskal pada objek pajak. Surat 
pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dapat diterbitkan berdasarkan 
data yang ada di kantor pajak subjek pajak yang diterbitkan SPOP 
atau yang diwajibkan mengambil SPOP adalah subjek pajak yang data 
objeknya telah berubah atau objek pajaknya belum pernah terdaftar. 
Bagi subjek pajak  yang objek pajaknya telah terdaftar di kantor pajak 
dapat langsung menerima SPPT karena datanya sudah ada pada kantor 
pajak yang bersangkutan. Surat pemberitahuan pajak terutang akan 
disampaikan kepada wajib pajak setiap awal tahun takwin. 
Penyampaian itu dapat dikirim melalui kantor Pos dan Giro, langsung 
diserahkan kepada wajib pajak bersangkutan baik oleh petugas pajak 
ataupun oleh aparat pemerintah daerah. Surat pemberitahuan pajak 
terutang itu selambat-lambatya 6 (enam) bulan sejak diterimanya 
SPPT harus sudah dilunasi oleh wajib pajak. Pada saat jatuh tempo 
pembayaran, pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar akan 
dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, 
dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. 
 Pengenaan denda administrasi dibatasi jangka waktu 24 (dua puluh 
empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. 
c) Surat ketetapan pajak (SKP) 
Untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP), daerah dapat 
menerbitkan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya wajib pajak 
berdasarkan hasil penelitian tidak memenuhi kewajiaban formal dan 
kewajiban material. Dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemda 
dapat menyangkut atas dua hal yaitu: 
1. Apabila surat pemberitahuan objek pajak tidak disampaikan dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh wajib pajak 
dan setelah ditegur secara teguran tersebut 
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak 





Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan 
pembukuan tetap ditentukan suatu kewajiban untuk menyelenggarakan 
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 Syarat-syarat pencatatan: 
a) Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik 
dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya  
b) Pencatatan harus diselenggarakan  dengan menggunakan huruf latin, 
angka aran, satuan mata uang asing rupiah, dan disusun dalam bahasa 
indonsia. 
c) Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. 
d) Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang 
peredaran atau penerimaan bruto dan/penghasilan bruto sebagai dasar 
untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan 
yang bukan objek pajak dan/ yang dikenal pajak yang bersifat final. 
e) Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha  dan/ 
tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas 
untuk masing-masing jenis usaha dan/ tempat usaha yang 
bersangkutan. 
f) Selain kewajiban menyelenggarakan pencatatan sebagaimana  
dimaksud pada angka (4), wajib pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas juga harus menyelenggarakan 
pencatatan atas harta dan kewajiban. 
g) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan serta 
dokumen lain wajib pajak orang pribadi. 
 
 
 2. Kewajiban Pencatatan   
Pengaturan Kewajiban pencatatan dengan tetap memperhatikan pasal 
28 ayat (12) yang mengatur  bentuk dan tata cara pencatatan, selanjutnya 
dengan peraturan menteri keuangan nomor 197/PMK.03/2007 telah 
mengatur hal yang diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi orang 
pribadi. Peraturan tersebut meliputi berikut ini. 
a. Wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban 
menyelenggarakan pembukaan tetapi wajib menyelenggarakan 
pencatatan adalah: 
1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/ 
pekerjaan  bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto 
dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan 
2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha 
dan/pekerjaan bebas. 
b. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan 
keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf lain, angka arab, 
satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. 
c. Pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggrakan secara kronologis  
d. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan 
ditempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas selama 10 tahun 
e. Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain: 
 1) Peredaran atau penerimaan bruto dan jumlah penghasilan yang 
diterima dan diperoleh. 
2) Penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang pajaknya 
bersifat final.  
f. Wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan tempat 
usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk 
masing-masing jenis usaha dan tempat usaha yang bersangkutan. 
g. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan wajib pajak 




3) Akuntansi  
Akuntansi merupakan suatu alat komunikasi yang bisa memberikan 
informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan dalam 
hal jumlah asset, liability dan equity dari suatu usaha.
59
 Sistem Akuntansi 
Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun 
terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuanagn dan operasi keuangan 
pemerintahan (Hariadi, Restianto dan Bawono 2010: 2). Peraturan 
Pemerintah No.71 Tahun 2010, definisi pendapatan adalah sebagai berikut. 
a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui 
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 
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 bersangkutan dan tidak  perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO diakui 
pada saat: 
1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan 
earned. 
2)  Pendapatan direalisasi, yaitu dengan adanya aliran masuk sumber 
daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai 
(realized). 
b. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum 
negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA 
menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat  
1) kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah 
2) diterima oleh SKPD 
3) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.60 
4) Pencatatan Akuntansi Pendapatan Di SKPD 
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, pendapatan-LRA diukur 
dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan 
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan 
dengan pengeluaran). Pendapatan-LO juga dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat 
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
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 Pengakuan pendapatan dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur 
penerimaan pendapatan maka dapat diklasifikasikan kedalam beberapa 
alternatif, yaitu sebagai berikut. 
a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya 
penetapan terlebihdahulu (official assessment). 
b. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri 
oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran 
oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Pengakuan 
pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak 
untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. 
c. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri 
oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di 
muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. 
Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih 
dahulu. Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya 








 NO Keterangan debit Kredit 
1.  Saat Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak 
Piutang PBB     











Saat menerima pembayaran atas PBB  
Kas di Bendahara Penerimaan  
           Piutang PBB     
(Jurnal Keuangan) 
 
perubahan SAL   















3.  Untuk penyetoran pendapatan ke kas daerah 
R/K PPKD    
         Kas di bendahara penerimaan   





4.  Jika wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke 
rekening kas daerah.  
R/KPPKD    
      Piutang PBB 
    
 (Jurnal Keuangan) 
Perubahan SAL   




















5) Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pencatatan  Pajak Bumi Dan 
Bangunan 
 Menurut yusuf qardhawi pajak merupakan kewajiban yang di 
tetapkan terhadap wajib pajak yang harus di setorkan terhadap Negara sesuai 
dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya 
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 untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan 
sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin 
dicapai oleh Negara. 
Syari’ah melingkupi seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik 
ekonomi, politik, sosial dan falsafah moral, baik langsung maupun tidak 
langsung. Dengan demikian, bukan hal yang berlebihan bila syari’ah juga 
mencakup masalah ekonomi dan akuntansi. Bahkan juga terkait dengan 
masalah pajak. Beberapa syarat sebagai dasar-dasar akuntansi syari’ah 
berikut: 
a) Benar dan sah 
b) Adil, yang berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukannya, 
diterapkan terhadap semua situasi dan harus dapat memenuhi kebutuhan 
minimum yang mesti dimiliki oleh seseorang 




Oleh sebab itu dari beberapa pengertian diatas, dalam pencatatan 
pajak terdapat syarat-syarat yang ditetapkan oleh ayat ini untuk transaksi 
adalah sebagai berikut 
1) Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli secara hutang, 
haruslah tertulis dan berdokumen 
2) Harus ada penulis selain dari kedua pihak yang bertransaksi, namun 
berpijak pada pengakuan orang yang berutang 
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 3) Orang yang berutang dan yang memberikan pinjaman haruslah 
memperhatikan tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga 
kejujuran 
4) Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercayai oleh kedua pihak 
yang menyaksikan proses transaksi 
5) Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah 
mencukupi 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting 
untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai, yang 
ada sebelumnya/ penelitian sebelumnya. 
1. Gilbert jacob ratuela (2015) dengan judul evaluasi pelaksanaan 
pemungutan dan prosedurpencatatan pajak bumi dan bangunan 
perdesaandan perkotaan (pbb-p2) sebagai pajak daerah dikota bitung. 
Tujuan dari penelitian untuk mengevaluasi dan mengetahui pelaksanaan 
PBB-P2sebagai pajak daerah di Kota Bitung khususnya mengenai 
penerapan pemungutan dan juga untuk mengetahui prosedur pencatatan 
PBB-P2 di Pemerintah Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni untuk 
memberikan gambaran secarajelas mengenai masalah-masalah yang 
diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan 
pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung secara keseluruhan sudah berjalan 
dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada meskipun 
 masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan 
mengingat ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Prosedur 
pencatatan akuntansi PBB-P2 di Dispenda kota Bitung masih terdapat 
pencatatan yang belum sesuai.  
2. Napitupulu (2015) dengan judul Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) sebagai Pajak Daerah dan Implikasi 
terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado. Tujuan 
dari penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis penerapan 
pemungutan PBB-PP dan implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada 
pemerintah kota Manado. Metode yang digunakan adalah Kualitatif 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan 
PBB-PP sebagai pajak daerah di Kota Manado secara umum berjalan 
dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada.
63
 
3. Labantu (2013) dengan judul Analisis prosedur pemungutan PBB-PP 
kabupaten Minahasa di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Tujuan 
dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi pemerintah daerah  
kebupaten Minahasa tentang kelemahan prosedur pemungutan yang 
diterapkan KPP Pratama Bitung. Metode yang digunakan adalah simulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur yang dijalankan belum 
sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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 4. Junior Mende, Jantje.Jtinagon, Sherly Pinatik (2016) dengan judul 
pemungutan dan pencatatan akuntansi pajak bumi dan bangunan pedesaan 
dan perkotaan (PBB-PP) sebagai pajak daerah pada pemerintah kota 
tomohon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
penerapan pemungutan PBB-PP dan pencatatan akuntansi PBB-PP pada 
pemerintah kota tomohon sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. 
Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil 
penelitian menujukkan, belum maksimalnya pengelolaan dan pemungutan 




F. Kerangka Pikir 
Model penelitian ini yang memberikan gambaran mengenai 
pemungutan dan pencatatan PBB-PP pada pemerintah daerah kota Bandar 
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Pelaksanaan pemungutan PBB-PP pihak badan pengelola pajak dan 
retribusi daerah (BPPRD) kota bandar lampung selaku pengelola PBB-PP telah 
melakukan berbagai upaya dalam menyusun berbagai persiapan yang terkait 
dengan pemungutan PBB-PP sesuai dengan ketentuan standar pemerintah. 
Setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaporkan keuangan 
dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. PP 71 tahun 2010 
tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) yang akan digunakan untuk 
menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan 




PP NO 71 Tahun 2010 
 patokan serta untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan termasuk 
pemerintah daerah. 
Tahap analisis data dalam penelitian ini:  
1. Melihat dan menggali inti permasalahan yang diangkat untuk diteliti lebih 
lanjut serta menentukan metode yang tepat untuk melanjutkan penelitian 
2. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data 
mengenai pelaksanaan pemungutan PBB serta sistem pencatatan akuntansi. 
3. Mengolah data yang ada dengan menggunakan analisis deskriftif 
4. Data tersebut  kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat berupa 
keterangan-keterangan dan digunakan sebagai acuan dalam penarikan 
kesimpulan dan memberikan saran atau masukan sebagai perbaikan dalam 
masalah yang ada di BPPRD kota bandar lampung yang merupakan 
rangkuman dari keseluruhan penelitian. 
  
BAB III 
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 
1. Gambaran Umum  
Kota Bandar lampung merupakan ibu kota provinsi lampung oleh 
karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, 
pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan 
perekonomian daerah lampung. kota Bandar lampung terletak di wilayah 
yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar 
pulau Sumatra dan pulau jawa, sehingga menggantungkan bagi 
pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar lampung sebagai pusat 
perdagangan, industri, dan pariwisata. 
kota Bandar lampug memiliki luas wilayah 197,22 km
2 
yang  terdiri 




a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 
Selatan. 
b) Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Betung Lampung. 
c) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan Dan Padang 
Cermin Kabupaten Pesawaran. 
d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Bintang 
Kabupaten Lampung Selatan. 
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Table 3.1 
Data Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung 






1 Teluk Betung Barat 11,02 5 
2 Teluk Betung Timur 14,83 6 
3 Teluk Betung Selatan 3,79 6 
4 Bumi Waras 3,75 5 
5 Panjang 15,75 8 
6 Tanjung Karang Timur 2,03 5 
7 Kedamaian 8,21 7 
8 Teluk Betung Utara 4,33 6 
9 Tanjung Karang Pusat 4,05 7 
10 Enggal 3,49 6 
11 Tanjung Karang Barat 14,44 7 
12 Kemiling 24,24 9 
13 Langkapura 6,12 5 
14 Kedaton 4,79 7 
15 Rajabasa 13,53 7 
16 Tanjung Senang 10,63 5 
17 Labuhan Ratu 7, 97 6 
18 Sukarame 14,75 6 
19 Sukabumi 23, 6 7 
20 Way Halim 5, 35 6 
Jumlah Atau Total 197, 22 126 
Sumber  bagian Pemerintah Kota Bandar Lampung 
 
2. Topografi 
Topografi kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran rendah 
sampai kawasan perbuktian hingga pegunungan, Kota Bandar Lampung 
terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter daerah dengan topografi 
  
perbukitan hingga pegunungan yang membentang dari arah Barat ke Timur 
dengan puncak tertinggi pada gunung Betung sebelah Barat dan gunung di 
balau serta perbukitan batu serampok disebelah Timur. Tofografi tiap-tiap 
daerah di kota Bandar lampung adalah sebagai berikut. 
a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan panjang 
b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara 
c. Daerah daratan tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar 
Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung balau serta 
perbukitan batu serampok dibagian Timur Selatan. 
d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan 
 
Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, kecamatan kedaton dan Raja 
Basa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan 
dengan kecamatan-kecamatan lainya yaitu berada pada ketimggian 
maksimum 700 mdpl. Sedangkan kecamatan Teluk Betung Selatan dan 
kecamatan panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2-5 
mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari 
seluruh wilayah kota Bandar lampung. 
Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti Sungai 
Way Halim, Way Awi, Way Kupang, Way Simpur Di Wilayah Tanjung 
Karang, Dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, 
Way Kuwala mengalir di Wilayah Teluk Betung. Daerah bulu sungai berada 
dibagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah 
panati. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total 
  
wilayah, landai hingga miring 35 persen total wilayah, dan sangat miring 
hingga curam meliputi 4 persen total wilayah. Sebagian wilayah Kota 
Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang di antaranya yaitu : Gunung 
Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, 
Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Seri, Gunung 
Palu, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serapok, 
Jaha Dan Lererng Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, Gugusan Bukit 
Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawim Bukit Palapa 1 Bukit Palapa 11, 
Bukit Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadana Ham, Bukit 
Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Kulumtu, Bukit Randu, Bukit 
Lengger, Bukit Caman Timur Dan Camang Barat. 
3. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung 
Sebelum tanggal 18 maret 1964 Provinsi Lampung merupakan 
keresidenan. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
no 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi undang-undang no 14 tahun 1964, 
keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibu 
Kota Tanjung Karang-Teluk Betung. Selanjutnya berdasarkan peraturan 
pemerintah no  24 tahun 1983 Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung 
Karang-Teluk Betung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat 
II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 juli 1983 dan sejak  1999  
berubah menjadi Kota Bandar Lampung. 
Berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 1975 dan peraturan 
pemerintah no 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar 
  
Lampung dimekarkan  dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 
dengan 58 kelurahan  kemudian berdasarkan surat keputusan gubernur/KDH 
tingkat 1 lampung nomor G/185.B 111/HK/1988 tanggal 6 juli 1988 serta 
surat persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD pada tanggal 19 mei 
1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka 
Kota Bandar Lampung, maka kota Bandar lampung dimekarkan menjadi 9 
kecamatan dan 84 kelurahan kemudian berdasarkan peraturan daerah kota 
Bandar Lampung nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan 
dan penggambungan kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar lampung 
menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. 
Pada tahun 2012, melaui peraturan daerah kota Bandar lampung 
nomor 04 tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan  
menjadi kecamatan, yang kemudian diubah dengan peraturan daerah kota 
Bandar lampung nomor 12 tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran 
kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan 
pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126  
kelurahan. 
Sejak tahun 1965 sampai saat ini kota Bandar lampung telah dijabat 







Daftar  Walikota Bandar Lampung Beserta Periode Jabatan 
No Nama walikota/KDH tingkat II Periode jabatan 
1 Sumarsono Periode 1956-1957 
2 H. zainal abiding P.A Periode 1957-1963 
3 Alimunir umar, SH Periode 1963-1969 
4 Drs. H.m. thabrani daud Periode 1969-1976 
5 Drs. Fauzi saleh Periode 1976-1981 
6 Drs. H. zulkarnain subbing Periode 1981-1986 
7 Drs. H.A nurdin muhayat Periode 1986-1995 
8 Drs. H. Suharto Periode 1996-2006 
9 Edy sutrisno, s.pd, m.pd Periode 2006-2010 
10 Drs. H. herman HN,MM Periode 2010-2014 
11 Drs. Herman HN, MM Periode 2014-2018 
Sumber : Bandar Lampung Dalam Angka 2018 
B. Gambaran Lokasi Penelitian 
1. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (DPPRD) 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau disingkat (BPPRD) 
adalah organisasi yang berada dibawah pemerintahan provinsi yang 
memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui 
pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dan 
penerimaan dan lain sebagainya. Menurut peraturan walikota Bandar 
Lampung nomor 5 tahun 2015 BAB II pasal 2 dinas pendapatan daerah 
adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang 
  




Pada awal januari 2017 menurut peraturan walikota Bandar Lampung 
nomor 07 tahun 2016 BAB II pasal 2 tentang pembentukan dan susunan 
kontribusi tingkat daerah kota Bandar Lampung menetapkan pergantian 
nama dari dinas pendapatan daerah kota Bandar Lampung menjadi badan 
pengelola pajak dan retribusi daerah koa Bandar Lampung yang bertugas 
melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
68
 
2. Tugas Pokok BPPRD 
Berdasarkan pasal 3 keputusan walikota Bandar Lampung nomor 63  
tahun 2011, BPPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai urusan  
pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah dari sector 
pajak daerah. Pajak daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang 
pengelolaannya menjadi kewenangan BPPRD adalah terdiri dari : 
1. Pajak hotel 
2. Pajak restoran 
3. Pajak hiburan. 
4. Pajak raklame. 
5. Pajak penerangan jalan. 
6. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 
7. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
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 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, h.6. 
  
8. Pajak lainnya yang diserahkan pengelolaannya berdasarkan keputusan 
walikota. 
Menurut peraturan walikota Bandar Lampung pada BAB II pasal 4 
dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 
peraturan ini, BPPRD mempunyai tugas. 
a) Pengelolaan urusan admiistrasi keuangan dan penyusunan anggaran 
badan. 
b) Perumusan kebijkan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian di bidang pendapatan daerah. 
c) Penyelenggaraaan kegiatan teknis operasional pemungutan pajak 
daerah. 
d) Pengelolaan urusan pembukuan dan pelaporan pajak daerah, retribusi 
daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Serta penagihan PBB. 
e) Pengoordinasian di bidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi 
terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi. 
f) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lengkap 
tugasnya. 
g) Penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan umum dibidang 
pendapatan daerah. 
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
  
3. Susunan Organisasi BPPRD 
Menurut ketetapan walikota Bandar lampung BAB III pasal 5 
susunan BPPRD terdiri dari : 
a. Kepala badan 
b. Sekretaris membawahi: 
1. Sub bag penyusunan program, monitoring dan evaluasi 
2. Sub bag umum dan kepegawaian 
3. Sub bag keuangan 
c. Bidang perencanaan dan pengendalian operasional, membawahi: 
1) Seksi perencanaan dan ekstensifikasi pendapatan 
2) Seksi pengendalian dan pengawasan 
d. Bidang pendapatan, membawahi 
1. Seksi pajak daerah dan retribusi daerah  
2. Seksi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan 
3. Seksi penerimaan sumber lain 
e. Bidang pembukuan dan pelaporan, membawahi : 
1. Seksi pembukuan penerimaan 
2. Seksi pembukuan 
3. Seksi pelaporan penerimaan 
f. Unit pelaksana teknis 
g. Kelompok jabatan fungsional 
 
  
4. Visi dan Misi BPPRD 
Visi 
“Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, unggul, Dan 
berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan” 
Misi 6 
”Mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, serta berorientasi 
kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha” 
Penjabaran misi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan 
pembangunan yang mandiri serta berkelanjutan dengan mengembangkan 
keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha untuk 
mengembangkan produk-produk local hingga berdaya saing serta 
memberikan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandar Lampung ysng 
prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan 
masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang professional dan 
sistem berbasis IPTEK menuju tata kelola good governance dan pemerintah 
yang bersih. 
Peran BPPRD adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 
yaitu terwujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, 
transparan, taat hukum, paertisipatif dan responsive dengan sasaran yaitu : 
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C. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan  
1. Prosedur Pemungutan PBB-PP Pada Pemerintah Kota Bandar 
Lampung 
Dalam rangka pemungutan PBB pemerintah daerah membentuk basis 
data PBB. pembentukan basis data PBB dilaksanakan melalui pendaftran, 
pendataan, dan penilaian objek pajak PBB. pemerintah daerah menggunakan 
basis data yang berasal dari pelimpahan direktorat jendral pajak kementrian 
keuangan republik Indonesia yang tertuang dalam aplikasi sistem 
manajeman informasi objek pajak (SISMIOP) PBB. pengertian sistem 
manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) 
sistem manajemen informasi objek pajak adalah: 
“sistem yang terintegrasi untuk mengelolah informasi/data objek dan subjek 
pajak bumi dan bangunan dengan bantuan computer sejak dari 
pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian)  
pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), perekaman data, 
pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, 
STTS,DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan 
penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui 
pelayanan satu tempat” 70 
Pemerintah setempat bisa mengembangkan sistem informasi dan 
manajemen objek pajak sesuai keperluan dan pengembangan teknologi. 
Dalam rangka menjaga validasi basis data yang dilimpahkan oleh direktorat 
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jendral pajak sebagai akibat perkembangan perubahan subjek dan objek 
PBB, pemerintah daerah melakukan pemeliharaan basis data SISMIOP. 
Keputusan walikota Bandar Lampung Nomor 17/IV.45/HK/2012 
tentang penunjukkan PT. Bank Lampung sebagai bank operasional dan bank 
penyimpan kas/pemegang, rekening giro tempat pembayaran pajak bumi 
dan bangunan sektor perkotaan (PBB) diwilayah Kota Bandar Lampung 
Bahwa untuk menunjang kelancaran dan meningkatkan pelayanan 
terhadap wajib pajak PBB di wilayah Kota Bandar Lampung, maka 
dipandang perlu untuk menunjuk bank yang sehat yang ditetapkan sebagai 
bank operasional sekaligus bank pemegang kas/pemegang rekening Giro 
tempat pembayaran PBB di wilayah Kota Bandar Lampung.  
Membukaan rekening perampungan pada bank yang sehat Demi 
kelancaran pemungutan PBB pihak pemerintah kota Bandar Lampung saat 
ini telah melakukan kerjasama dengan pihak Bank Lampung selaku Bank 
pemerintah daerah. Kegiatan pembayaran ke pihak Bank sudah berjalan 
sejak tahun 2018. Selain memudahkan proses pemungutan kerja sama ini 
tentu sangat membantu wajib pajak dalam pembayaran pajak langsung ke 
rekening pemerintah kota Bandar Lampung melalui Bank Lampung. 
Kota Bandar lampung sebagai daerah otonom saat ini sedang giat-
giatnya melaksanakan pembangunan di segala sektor  yang mencakup 
seluruh aspek kehidupan, pemerintah daerah Kota Bandar Lampung 
mengutamakan pertumbuhan yang ingin di capai terutama pada saat sektor  
ekonomi dan sektor  pembangunan, guna mewujudkan hal tersebut 
  
pemerintah daerah kota bandar lampung diberi kewenangan yang seluas-
luasnya dalam memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah yaitu melalui 
pemungutan yang disebut pajak, salah satu sektor  pajak yang disebut pajak, 
salah satu sektor pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu 
pajak  bumi dan bangunan (PBB).  
2. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan PBB-PP Pada Pemerintah Kota 
Bandar Lampung 
Berdasarkan hasil wawancara  dengan Bapak Joni.E.F selaku kepala 
bagian pemungutan BPP mengenai teknis pelaksanaan  Pemungutan PBB  
sebagai pajak daerah pada kota bandar lampung Pendataan objek PBB 
dilakukan oleh subjek pajak dengan mengisi surat pemberitahuan  objek 
pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan 
disampaikan ke dinas pendapatan daerah kota Bandar Lampung selambat-
lambatnya  30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau 
kuasanya. Pembayaran pajak dapat dilakukan di kas daerah melalui 
bendahara penerimaan, selain melalui bendahara penerimaan, wajib pajak 
dapat melakukan pembayaran langsung ke rekening penerimaan pemerintah 




Teknis pelaksanaan prosedur pemungutan di Kota Bandar Lampung  
sebagai berikut : 
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a) BPPRD mencetak SPT BPP dan diserahkan kepada kecamatan dan 
kelurahan, kemudian dibagikan kepada wajib pajak 
b) Petugas kecamatan dan kelurahan melakukan penagihan kepada wajib 
pajak terhadap PBB 
c) Wajib pajak melakukan pembayaran secara langsung melalui bank 
lampung. 
Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB sebagai Pajak 
Daerah, untuk melaksanakan pemungutan PBB  pemerintah Daerah Kota 
Bandar Lampung bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal 
berikut  
1) Perda, perkepda, dan SOP 
2) Sumber daya manusia 
3) Struktur organisasi dan tata kerja 
4) Sarana dan prasarana 
5) Pembukaan rekening penerimaan 
6) Kerja sama dengan pihak-pihak terkait (notaris/PPAT/BPN,dll). 
 
Tata cara penagihan PBB-PP di kota bandar lampung 
1. Proses penetapan (pencetakan SPPT PBB) 
2. Penyerahan SPPT PBB pada kecamatan/kelurahan 
3. Penyaampaian SPPT PBB pada wajib pajak oleh pihak kecamatan  
 atau kelurahan 
  
4. Wajib pajak membayar langsung ke bank tempat pembayaran/  melalui 
petugas yang ditunjuk oleh pihak kecamatan kelurahan sebagai 
pembayaran titipan 
Penagihan rutin yang dilakukan oleh petugas kecamatan/ kelurahan 
maupun UPTD PBB untuk melakukan penagihan dor too dor terhadap wajib 
pajak yang terlambat membayar (menungak). 
Hambatan-Hambatan  PBB di Kota Bandar Lampung. 
a. Masih banyaknya tunggakan PBB yang diakibatkan 
1. Kurangnya kepatuhan/kesadaran wajib pajak PBB dalam membayar 
pajak PBB 
2. Masih adanya data-data (perubahan-perubahan yang terjadi pada objek 
pajak perubahan luas bumi dan bangunan ataupun perubahan nama 
yang  belum dilakukan sehingga menjadi alasan wajib pajak menunda 
pembayaran. 
Kepala dinas pendapatan daerah Kota Bandar Lampung Bahwa 
dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang optimal dalam 
rangka pelaksanaan tata kelola administrasi pemungutan pajak daerah 
khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah Kota Bandar 
Lampung, maka perlu didukung dengan adanya aplikasi sistem manajeman 
informasi objek pajak (SISMIOP). Pengerahan pengelolaan pajak bumi dan 
bangunan pemerintah Kabupaten Bandar Lampung dimulai sebelum Maret, 
dan paling lambat April.  
 
  
3. Pencatatan PBB-PP di BPPRD Kota Bandar Lampung 
Pada tanggal 1 januari tahun berjalan dilakuakan penetapan SPOP 
yang telah diterbitkan, unit pelayanan pajak dan Retribusi Daerah 
menerbitkan berdasarkan SPOP yang telah diterbitkan SPPT (surat 
pemberitahuan pajak terutang) untuk wajib pajak yang dibagikan pada 
setiap kecamatan dan disaluruhkan kembali kepada setiap kelurahan. 
Setelah sampai dikelurahan dibagikan kepada wajib pajak. Wajib pajak 
diberikan waktu selama 3 bulan untuk memeriksa apakah SPPT sudah 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada tanggal 31 agustus tahun 
berjalan adalah jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan. Apabila 
SPPT sudah sesuai dengan kenyataan dan undang-undang yang berlaku 
maka wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan mereka ke 
Bank Lampung. Apabila sampai 31 agustus tahun berjalan tidak melakukan 
pembayaran pajak maka pajak bumi dan bangunan akan dikenakan denda 
sebesar 2% perbulan dengan batas maksimal 24 bulan atau 48%. 
Setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaporkan keuangan 
dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. PP 71 tahun 2010 
tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) yang akan digunakan untuk 
menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan 
pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang diharapkan dapat menjadi 
acuan, patokan serta untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan 
termasuk pemerintah daerah. Pengakuan untuk pendapatan PBB didahului 
dengan adanya penetapan oleh fiskus pajak terlebih dahulu (official 
  
assessment). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan 
sebelumnya, pencatatan PBB yang di buat oleh badan pengelola pajak dan 
retribusi daerah Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan pencatatan 
akuntansi yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. 
Padahal pencatatan pendapatan merupakan bagian dari proses akuntansi 
dan memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan proses 
akuntansi selanjutnya hingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan. 
Dari pencatatan pendapatan ini dapat dinilai apakah pemerintah daerah 
sudah akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan daerahnya. 
Berikut adalah pencatatan Jurnal untuk pendapatan PBB pada 
BPPRD kota bandar lampung adalah sebagai berikut: 
1. Saat Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak 
Piutang PBB 123, 564, 312, 114, 000 
Pendapatan PBB-LO  123, 564, 312,114,000  
(Jurnal LO atau neraca) 
2. penyetoran langsung ke bank oleh Wajib Pajak 
RKPPKD 1, 005, 218, 467, 000 
 Piutang PBB 1, 005, 218, 467, 000 
(Jurnal LO atau Neraca) 
Perubahan SAL 2, 012, 001, 665,000 
Pendapatan PBB-LRA   2, 012, 001, 665,000 
(Jurnal LRA) 
  
3. Penyetoran pendapatan ke bank lampung  
Kas di Bendahara penerimaan 2, 012, 001, 665,000 
RKPPKD 2, 012, 001, 665,000 
(Jurnal LO atau Neraca) 
Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan suatu 
entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas 
transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja, termasuk 
pendapatan. Dari pendapatan inilah dapat dilihat kinerja keberhasilan 
pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Pengakuan Pendapatan untuk 
PBB didahului dengan adanya penetapan oleh Fiskus pajak terlebih dahulu 
(official assessment). 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, 
dapat dilihat bahwa pencatatan akuntansi pendapatan untuk PBB yang 
dibuat oleh pihak BPPRD Kota Bandar Lampung ada sedikit perbedaan 
dibandingkan dengan pencatatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010. Padahal pencatatan pendapatan (sebagai bagian dari 
proses akuntansi) mempunyai peranan penting untuk memberikan informasi 
dan juga sebagai instruksi untuk melakukan proses akuntansi selanjutnya 
hingga akhirnya menghasilkan output yaitu laporan keuangan. Apabila 
transaksi-transaksi pendapatan tidak dicatat dengan tepat maka dapat 
mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat dan satuan 
kerja selaku entitas akuntansi dinilai tidak akuntabel dalam pengelolaan 
sumber daya yang dikelola.  
  
Untuk itu, dibawah ini dipaparkan prosedur pencatatan untuk PBB 
yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010, yaitu sebagai berikut. 
1. Saat Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak 
Piutang PBB xxx 
Pendapatan PBB-LO xxx 
(Jurnal LO atau neraca) 
2. Saat menerima pembayaran atas PBB 
Kas di Bendahara Penerima xxx 
 Piutang PBB xxx 
(Jurnal LO atau Neraca) 
Perubahan SAL xxx 
Pendapatan PBB-LRA xxx 
(Jurnal LRA) 
3. untuk meyetorkan pendapatan ke kas daerah 
R/K PPKD xxx 
Kas di Bendahara penerimaan xxx 
(Jurnal LO atau Neraca) 
4. Jika wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas 
daerah 
R/K PPKD xxx 
Piutang PBB xxx 
  
(Jurnal LO atau Neraca) 
Perubahan SAL xxx 
Pendapatan PBB-LRA xxx 
(Jurnal LRA) 
 
4. Target Dan Realisasi Penerimaan PBB-PP Tahun 2016-2018 Pada 
BPPRD Kota Bandar Lampung 
Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan hasil observasi 
lapangan pengelolaan PBB di kota bandar lampung .belum mencapai target 
yang diharapkan, dari pokok ketetapan PBB tiap tahunnya perolehan 
realisasi penerimaan tiap tahunnya tidak setabil. Kecapaian angka realisasi 
selalu bawah angka pokok ketetapan, berikut table realisasi penerimaan 
PBB kota Bandar Lampung dalam kurun 3 tahun terakhir. 
Table 3.3 
Data laporan realisasi PBB-PP 
Tahun Ketetapan Realisasi (Rp) Realisasi 
(%) 
2016 150,000,000,000 79,589,369,174 53.06% 
2017 160,000,000,000 83,029,846,318 51.89% 
2018 150,000,000,000  79,642,670,284  53.10% 
Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung 2019 
 
Table diatas meupakan data target dan realisasi pajak bumi dan 
bangunan Kota Bandar Lampung yang sudah dicapai dalam kontribusi 
penerimaan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. penerimaan 
realisasi PBB yang  jauh dari ketetapan yang diharapkan. Di tahun 2016 dan 
2018 mengalami penurunan, kemudian di tahun 2017 terjadi kenaikan 
  
ketetapan target PBB yang ditentukan tahun sebelumnya. Dengan kenaikan 
di tahun 2017 tetapi realisasi PBB justru mengalami kenaikan dari 51.89% 
ke 53.10%.hal ini yang membuat menarik untuk diteliti. Jika dilihat dari 
data perolehan penerimaan PBB per desa di Kota Bandar Lampung yang 
terdiri dari 20 desa dengan masing-masing perkembangan nya ada yang 
semakin meningkat, jalan di tempat, dan yang menurun dari tahun 
sebelumnya seperti data yang terletak pada table dibawah ini. 
Table 3.4 
Presentasi Penerimaan PBB-PP Kota Bandar Lampung Tahun 2016 
No Nama Desa  2016  
TP RP RP (%) 






















































































13 Langkapura 3,244,634,593 1,112,141,308 34.28% 
  
   













































TP : Target penerimaan 
RP : Realisasi Penerimaan 




Presentasi Penerimaan PBB-PP Kota Bandar Lampung Tahun 2017 
 
No Nama Desa  2016  
TP RP RP (%) 















































































































































TP : Target penerimaan 
RP : Realisasi Penerimaan 







Presentasi Penerimaan PBB-PP Kota Bandar Lampung Tahun 2018 
 
No Nama Desa  2016  
TP RP RP (%) 




































































































14 Kedaton  5,758,054,362  3,162,379,974  54.92% 
 
15 Rajabasa 8,313,998,696  3,214,566,359  38.66% 
  




































TP : Target penerimaan 
RP : Realisasi Penerimaan 
RP % : Realisasi Penerimaan dalam persen 
 
Tabel diatas menunjukkan penerimaan PBB dari 20 desa di  Kota 
Bandar Lampung dari kurun waktu 2016-2018 dan masing-masing desa 
menunjukkan tidak selamanya terjadi peningkatan seperti desa teluk betung 
selatan, bumi waras, panjang, enggal, way halim dengan dilihat tingkat 
perolehan presentasi tertinggi di tahun 2018 dan ada pula desa yang semangkin 
tahun nya semangkin menurun salah satunya desa tanjung seneng dari 
perkembangan 2016 sebesar 36,82%  tahun 2017 sebesar 28,65% dan tahun 
2018 sebesar 27,42%. Juga terdapat tiga  desa yang presentasi nya jalan di 
tempat yaitu desa teluk betung utara, tanjung karang pusat, kedaton dimana 
perolehan presentasi penerimaan PBB tetap diatas rata-rata 50% kemudian 
desa teluk betung barat adalah desa terburuk dengan nilai perolehan yang kecil 
di tahun 2016 sebesar 35,14% tahun 2017 25,64% tahun 2018 26,91%. 
  
Penerimaan PBB dikota Bandar Lampung masih belum optimal dilihat dari 
beberapa desa yang masih ada yang penerimaan PBB nya malah mengalami 
























A. Analisis Pemugutan PBB-PP Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung  
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan (PBB), pihak badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) 
kota Bandar Lampung selaku pengelola PBB telah melakukan berbagai upaya 
dalam menyusun berbagai persiapan yang berkaitan dengan pemungutan pajak 
bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB) sesuai dengan ketentuan 
walikota Bandar Lampung nomor 09 tahun 2015 tentang pelimpahan PBB 
kepada camat dan lurah se-kota bandar lampung. secara umum penerapan 
pemungutan PBB sebagai pajak daerah kota bandar lampung sudah cukup baik 
tidak dapat dihindari bahwa terdapat kendala dan hambatan yang terjadi selama 
pelaksanaan pemungutan. 
72
 Adapun kendala dan hambatan yang terjadi seperti 
kurangnya kepatuhan/kesadaran  wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan, masih adanya data-data perubahan-perubahan yang terjadi pada 
objek pajak perubahan luas bumi dan bangunan ataupun perubahan nama yang 
dilakukan sehingga menjadi alasan wajib pajak menunda pembayaran.  Jadi 
secara garis besar semua keperluan dan persiapan dalam pelaksanaan PBB 
sudah tertata dengan baik, struktur organisasi di badan pengelola pajak dan 
retribusi daerah pun sudah mempunyai bidang PBB yang lebih di spesifiasikan 
dalam pelaksanaan tugas untuk menangani pemungutan PBB. 
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Jika pada saat jatuh tempo pembayaran masih belum lunas akan 
dikenakan denda sebesar 2%, dan penyerahan pajak bumi dan bangunan 
pedesaan dan perkotaan pada pemerintah Kota Bandar Lampung dimulai 
sebelum bulan Maret dan paling lambat bulan April. 
Pajak bumi dan bangunan yang semula menjadi pajak pajak pusat saat ini 
telah beralih dan menjadi ke pajak daerah oleh sebab itu terdapat beberapa 
perubahan guna penyesuaianya. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian 
hukum dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, atas pajak bumi dan 
bangunan sebagaimana dilaksanakan amanat pasal 67 peraturan Walikota 
Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2011 perlu menetapkan peraturan walikota 
Bandar Lampung tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran , pendataan dan 
penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka 
pembentukan dan atau pemeliharaan basis data sistem manajemen objek pajak 
(SISMIOP). Yang tercantum pada peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 
123 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftran, pendataan dan 
penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka 
pembentukan dan atau pemeliharaan basis data sistem manajemen objek pajak 
(SISMIOP). 
Dalam rangka pelaksanaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan 
dan perkotaan (PBB-PP) sebagai komponen pajak daerah Kota Bandar 
Lampung tahun anggaran 2012, dipandang perlu untuk menetapkan ketetapan 
pajak terhutang dan target realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 
sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-PP) di Kota Bandar Lampung tahun 
  
2012. Sesuai dengan keputusan walikota Bandar Lampung Nomor 
114/IV.45/HK/2012 tentang ketetapan pajak terhutang dan ketetapan target 
penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-
PP) di Kota Bandar Lampung tahun 2012.  
Berdasarkan keadaan presentasi target penerimaan pajak bumi dan 
bangunan dalam 3 tahun terakhir seperti pada table 3.3 diketahui bahwa 
realisasi pendapatan asli daerah dalam bidang pajak bumi dan bangunan 
mengalami pencapain realisasi tertiggi adalah pada tahun 2017 yaitu 53,89% 
sedangkan untuk realisasi paling kecil sebesar 53,06% pada tahun 2016 hal 
tersebut dikarnakan tingkat pendapatan pada tahun 2015 lebih sedikit 
dibandingkan dengan tingkat penerimaan tahun 2015. 
 
B. Analisis Pencatatan PBB-PP Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung  
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung 
melakukan pencatatan setelah mengeluarkan SPPT sebagai catatan piutang, 
yang diharapkan SPPT yang dikeluarkan dapat dibayarkan seluruhnya oleh 
wajib pajak dan menjadi penerimaan PBB, atau BPPRD melakukan pencatatan 
dengan metode accrual basic. Pencatatan dilakukan baik yang belum 
dibayarkan dan yang sudah dibayarkan pajak terutang oleh wajib pajak sebagai 
bentuk target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pencatatan 
pajak bumi dan bangunan dilakukan sebanyak 2 jenis pencatatan yaitu 
pencatatan perbulan dan pertahun. Dalam pencatatan ini, pencatatan dilakukan 
oleh Bank Lampung atas peberimaan pembayaran PBB terutang, karena wajib 
pajak membayarkan PBB melalui Bank tersebut dan pencatatan dapat dilihat 
  
langsung oleh BPPRD atas pembayaran wajib pajak yang telah membayarkan 
PBB terhutang melalui sistem yang ada. 
Pencatatan akuntansi pendapatan untuk PBB yang dibuat oleh pihak 
BPPRD kota Bandar Lampung masih merupakan pencatatan yang sederhana 
dibandingkan dengan pencatatan yang diatur dalam peraturan pemerintah 
nomor 71 tahun 2010 terdapat ayat jurnal yang belum sesuai. Padahal 
pencatatan pendapatan (sebagai bagian dari proses akuntansi) mempunyai 
peranan penting untuk memberikan informasi dan juga sebagai instruksi untuk 
melakukan proses akuntansi selanjutnya hingga menghasilkan output yang 
laporan keuangan apabila transaksi-transaksi pendapatan tidak dicatat dengan 
tepat maka dapat mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak 
akurat dan satuan kerja selaku entitas akuntansi dinilai tidak akuntabel dalam 
pengelolaan sumber daya yang dikelola.  
Pada awal tahun 2018 Pembayaran pajak dapat dilakukan di kas 
bendahara melalui bendahara penerimaan, selain melalui bendahara 
penerimaan wajib pajak dapat melakukan pembayaran langsung ke rekening 
penerimaan pemerintah Kota Bandar Lampung, melalui bank lampung. surat 
pimpinan PT Bank Lampung cabang Bank Lampung Nomor 2863/KCU-
1/XII/2011 tanggal 6 desember 2011 pihak bank operasional memutuskan 
kegiatan pembayaran PBB-PP di wilayah kota bandar lampung dapat dilakukan 
mulai tanggal 2 januari 2012.   
Adapun hambatan yang terjadi pada saat pencatatan yaitu, 
keterlambatannya penyetoran pendapatan ke bagian pencatatan PBB-PP, dan 
  
menunda pencatatan sehingga menumpuk pekerjaan yang seharusnya 
penjurnalan tersebut dilakukan setiap hari.  
 
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Dan Pencatatan Pajak 
Bumi dan Bangunan Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung 
Dalam perspektif ekonomi islam, pajak merupakan kewajiban yang 
ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus di setorkan terhadap Negara sesuai 
dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya 
untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan 
sebagai tujuan ekonomi islam, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin 
dicapai oleh Negara. Pajak sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, dan salah 
satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan 
merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam 
pengertian tersebut yang mejadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan 
yang berlaku sama sebagai anggota kelompok masyarakat wajib membayar 
pajak. 
Pemungutan pajak sebagai salah satu pendapatan asli daerah dalam 
perspektif ekonomi islam memiliki beberapa prinsip yang harus di taati oleh 
Uli amri dalam pemungutan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan, seperti 
prinsip-prinsip yang terdapat dalam buku Mahmudi yang berjudul manajemen 
keungan syariah dan dalam buku Gusfahmi yang berjudul pajak menurut 
syariah, hal ini dikarnakan setiap pandangan Negara islam harus diperoleh 
  
sesuai dengan hukum syara’ dan juga harus disalurkan sesuai dengaan hukum-
hukum syara’ yang harus berdasarkan kepada nash Al-Qur’an dan Hadist. 
Prinsip-prinsip yang harus di taati oleh Uli amri dalam melaksanakan 
pemungutan pendapatan asli daerah tersebut, pertama harus ada nash yang 
memerintahkan yakni dari Al-Qur’an, sebagai mana firman Allah Swt surat Al-
Baqarah ayat 188 
                         
               
 
Artinya:    dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 




Dan kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini 
BPPRD sebagai Uli amri yakni dengan penerapan perwali no 123 tahun 2011 
tentang tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian 
objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Dalam pemungutan pajak sudah 
termasuk dalam prinsip dasar hukum syariah karena kegiatan pemungutan 
pajak khususnya pajak bumi dan bangunan yang diterapkan sudah mempunyai 
dasar hukum yang sah, yang telah mengatur dan diterapkan oleh pemerintah 
kota Bandar Lampung. 
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Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahan (Bandung: Cv Penerbit Diponogoro), 
2005 
  
Pencatatan pajak sebagai salah satu pendapatan asli daerah dalam 
perspektif ekonomi islam memiliki beberapa prinsip yang harus di taati oleh 
Uli amri dalam melaksanakan pencatatan  pendapatan asli daerah tersebut, 
pertama harus ada nash yang memerintahkan yakni dari Al-Qur’an, sebagai 
mana firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 282 
                       
                      
                                 
                           
                          
                     
                           
                          
                       
                         
                             
       
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
  
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak 
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, 
Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 
 
Kewajiban melaksanaan pembukuan (akuntansi) yang tertuang dalam 
salah satu pernyataan Allah (Qs Al-Baqarah 282), menunjukkan betapa 
pentingnya akuntansi bagi praktek ekonomi masyarakat, walaupun ada yang 
berpendapat kewajiban tersebut lebih ditekankan dalam rangka menunaikan 
kewajiban zakat membersihkan diri dari harta yang tidak halal, tetapi bila 
dihubungkan dengan perintah lainnya seperti perintah membayar pajak, 
tentunya kewajiban melaksanakan akuntansi dapat diperluas pemaknaanya 
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Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dalam 
penelitian, maka pada bab penutup tersebut penulis akan memberikan 
kesimpulan dan saran agar selanjutnya upaya pemerintah Kota Bandar 
Lampung menjadi lebih baik lagi dalam hal meningkatkan pendapatan asli 
daerah dan menyadarkan masyarakat akan wajib pajak. Adapun kesimpulan 
yang didapat dalam penelitian ini adalah. 
1. untuk mengevaluasi dan mengetahui pelaksanaan PBB sebagai pajak daerah 
di kota Bandar Lampung khususnya mengenai penerapan pemungutan dan 
juga mengetahui prosedur pencatatan PBB-PP di pemerintah kota Bandar 
Lampung, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan 
pemungutan PBB-PP. jadi secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan 
PBB-PP di kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan cukup baik dan 
sudah mengikuti prosedur yang ada, dengan peraturan walikota nomor 123 
tahun 2011. pemerintah daerah telah menggunakan aplikasi SISMIOP untuk 
mempermudah pemungutan PBB-PP. meskipun masih terdapat kekurangan 
dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan mengenai pelaksanaan 
pemungutan PBB-PP yaitu nasih terjadi kesalahan dalam nama SPPT ganda, 
SPPT nya ada tapi letak objek pajak tidak diketahui, ketika ada wajib pajak 
meninggal dunia atau ketika objek pajak telah dialihkan, kurangnya 
  
perhatian dari masyarakat dan pemerintah dalam hal melaporkan kepada 
pihak yang berwenang untuk diperbaharui data dari wajib pajak tersebut. 
2. Berkaitan dengan prosedur pencatatannya, berdasarkan keterangan yang 
diperoleh dari pihak di bidang penagihan khususnya seksi pembukuan di 
badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Bandar Lampung, dapat 
disimpulkan bahwa prosedur pencatatan untuk PBB-PP masih terdapat 
pencatatan ayat jurnal yang tidak sesuai dikarnakan ayat jurnal yang dipakai 
di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Bandar Lampung 
keterangan yang diperoleh dari pihak bidang penagihan khususnya seksi 
pembukuan badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Bandar 
Lampung, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan untuk PBB-PP 
masih terdapat pencatatan ayat jurnal yang tidak sesuai dikarnakan ayat 
jurnal yang dipakai di badan pengelola pajak dan retribusi daerah belum 
sesuai dengan prosedur pencatatan yang sesuai dengan PP nomor 71 tahun 
2010. 
3. Dalam islam diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama 
tersebut di atas, alasan utamnya adalah mewujudkan kemaslahatan umat, 
karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai bebagai 
“pengeluaran” yang jika pengeluaran itu tidak mencukupi untuk membiayai 
berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan 
timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga 
suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh ma layatimmu al-wajibu 
  
illa fahuwa wajibun “suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan 
sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”  
Dalam islam pencatatan  pendekatan sumber-sumber fiqh islam dan riset 
ilmiah akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah (laporan keuangan). 
Dalam hifzul amwal (memelihara uang), para ahli tafsir menafsirkan kata 
faktubuhu (Qs,2:282) yang berarti “tuliskanlah”  perintah tersebut adalah 
untuk menuliskan satuan uang  (nilai dari harta) Bukti tertulis (pencatatan) 
ketika terjadi persekisihan, ibnu abidin dalam kitabnya al-amwal si penjual, 
kasir, dan agen adalah dalil (hujjah yang dijadikan bukti) menurut kebiasaan 
yang berlaku, diperkuat dengan firman allah (282) (pencatatan itu) lebih 
dapat menguatkan, persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. 
 
B. Saran  
Berdasarkan dari penelitian ini penulis menyarankan kepada  badan 
pengelola pajak dan retribusi daerah kota Bandar Lampung untuk 
mengadakan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat 
menyangkut pelaksanaan pemungutan PBB-PP, serta manfaat dari 
pembayaran pajak PBB-PP, sehingga wajib pajak memiliki kepedulian 
dalam hal pembayaran PBB-PP tepat waktu dan aktif dalam melaporkan 
objek/subjek pajak ketika ada masalah yang dihadapi. Dalam hal ini dapat 
menunjang kinerja dari pengelola PBB-PP dalam tahap perbaikan data dari 
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RINCIAN RELISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN 
(PBB-P2) 
PER KECAMATAN / KELURAHAN WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG 
TAHUN 2016 
 S/D TANGGAL : 31 DESEMBER 2016 






























































































































































































































































































































































































                  




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































008 NUSANTARA 3.7 313.846. 1.1 127.130 40,5 186.716 59,4
  















































                  





















































































































































































































































































        
  
      
































002 WAY HALIM 8.1 2.855.76 2.5 1.777.0 62,2 1.078.6 37,7
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JUMLAH 19.70 4.514.993.644  7.657 1.522.933. 33,73  2.992.0 66,27 
  
1 381  60.263  
PANJANG               
PANJANG 
SELATAN 



























































              








































              
DURIAN 
PAYUNG 





















































              















































              



































              
KUPANG 
KOTA 













































RAJABASA               
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PINANG 4.102 564.828.642  1.297 90.873.580  16,09  473.95 83,91 
  
JAYA 5.062  
SUMBEREJO 
SEJAHTERA 






























              
LABUHAN 
RATU 















































WAY HALIM               
PERUMNAS 
WAY HALIM 



















JAGABAYA I 688 105.664.841  305 37.914.663  35,88  67.750.
178  
64,12 























              
LANGKAPUR
A 







































ENGGAL               









































KEDAMAIAN               




























































              
KOTA 
KARANG 








1.740 280.240.573  819 88.665.382  31,64  191.57
5.191  
68,36 































              
SUKARAJA 4.036 2.855.216.161  1.579 1.806.203. 63,26  1.049.0 36,74 
  
529  12.632  




















                
JUMLAH 20.78
4 





                
TOTAL 
JUMLAH 
430.0
00 
150.000.000.0
00  
160.3
70 
79.642.670
.284  
53,10 70.357.
329.71
6  
46,90 
 
